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Abstrak 

Dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa memakai 

peran yang sangat penting, sebab bagian yang tak bisa dipisahkan 

dengan pembangunan di daerah. Dalam pemerintah, desa 

berkedudukan yang paling bawah. Akan tetapi pemerintahan desa 

berada ditengah-tengah masyarakat umumnya karena bisa bisa 

dipastikan, karena dapat memastikan di setiap rencana dalam 

pembangunan akan selalu maju atau tampak kedesa. Partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan merupakan upaya atau tindakan 

dan kerjasama atau gotong royong yang merupakan kebiasaan 

masyarakat desa. Tindakan yang dilakukan dalam kehendak 

keinginan, dan gotong royong kemampuan kekeluargaan, sehingga 

perlu berorganisasi 

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan 

  



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pembangunan infrastruktur adalah komitmen desa untuk meningkatkan 

pembangunan di masyarakat. Infrastruktur usaha langkah awal yang dilakukan 

untuk pembangunan usaha, ekonomi, sosial di desa. Dengan ini memberi 

memberi makna kemajuan agar ada di desa yang berkenaan dengan proyek 

infrastruktur harus merata di seluruh desa yang hal itu dilaksanakan demi 

kepentingan agar hasil pembangunan infrastruktur benar-benar dirasakan oleh 

masyarakat. Sehingga akhirnya berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan 

usaha hidup masyarakat desa. 

Pembangunan infrastruktur adalah usaha yang tampak dan yang 

diketahui banyak pihak, bahwa keberadaan infrastruktur yang memiliki peran 

yang sangat penting dalam menunjang usaha dasar masyarakat seperti ekonomi, 

kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan.dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur adalah modal awal untuk 

mendukung masyarakat dalam kegiatan di berbagai aspek. Di samping itu sebagai 

alat yang dapat menghubungkan antara desa-desa dengan desa lainnya, 

infrastruktur sering disebut sebagai sarana dan prasarana fisik, yang memiliki 

keterkaitan yang kuat dengan laju pertumbuhan baik ekonomi, social, dan 

pendidikan di suatu desa. Hal demikian dengan desa yang mempunyai 

pembangunan infrastruktur yang berguna kearah yang lebih baik sehingga 



 
 

kesejahteraan sosial dan pertumbuhan masyarakat desa berada dalam arah lebih 

berkembang. Sebaliknya keberadaan infrastruktur yang kurang efektif dan tidak 

berfungsi secara baik akan mengakibatkan timbulnya permasalahan sosial 

sehingga masyarakat secara kemajuan pembangunan infrastruktur akan 

ketinggalan. 

Pembangunan infrastruktur desa menjadi salah satu keberhasilan dalam 

membangun infrastruktur desa di masyarakat saat ini dinilai masih belum merata 

dan berjalan seakan lambat melalui persiapan sampai aktualisasi secara umum 

kurangnya koordinasi antara yang mempunyai kepentingan sering 

mengakibatkan merosotnya pengambilan keputusan. Pada tahap perencanaan, 

terhadap permasalahan kurangnya kualitas proyek pembangunan dan 

keterbatasan alokasi pendanaan desa terhadap masyarakat. oleh karena itu 

keberhasilan suatu desa tidak sepenuhnya didukung oleh sumberdaya yang 

tersedia akan tetapi kebijakan pemerintah desa yang baik dan konsisten dalam 

membangun desa. 

Infrastruktur jalan merupakan sarana yang paling mendasar dalam 

kemajuan sebuah kota, dengan ketersediaannya infrastruktur jalan membawa 

kebaikan terhadap aktivitas masyarakat desa, dan juga sebaliknya jika tidak ada 

pembangunan jalan, maka kemungkinan besar akan berdampak buruk terhadap 

aktivitas masyarakat. Suatu daerah jika memiliki infrastruktur seperti jalan maka 

perekonomiannya dapat mengalami peningkatan dan sebaliknya jika suatu 

daerah atau desa tidak memiliki pembangunan seperti jalan maka perekonomian 



 
 

tersebut dapat mengalami penurunan. Pembangunan infrastruktur jalan desa lar-

lar belum merata, dikarenakan pembangunan masih terkonsentrasi di kawasan 

perkotaan.



 
 

Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan di desa yang dibutuhkan oleh 

desa agar pembangunan terlaksana sebagai mestinya, maka dari itu dalam rangka 

terselenggaranya pemerintahan dan desa, penting dalam segala aturan serta kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah agar masyarakat dalam semua bidang sesuai dengan kebijakan 

yang berlaku di daerah tersebut. 

Dalam pemerintah daerah bahwa desa mempunyai satuan masyarakat yang memiliki 

budaya, batas wilayah. Desa sebagai aparat pemerintah yang ada di daerah dibawah 

koordinasi di bawah kecamatan dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempercepat 

kemajuan serta pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan budayanya masing-masing 

sebagai dasar perkiraan dalam undang-undang adalah memperdayakan, memajukan 

masyarakat menumbuhkan kreatifitas serta melibatkan peran serta masyarakat. 

 Berdasarkan urayan di atas, maka penulis tertarik membahas masalah-masalah 

dengan mengangkat judul “Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 

Infrastruktur Jalan” (Desa Lar-Lar Kecamatan Banyuates, Kabupaten  Sampang). Penelitian 

ini juga tidak luput dari masalah yang akan di teliti. Desa lar-lar merupakan salah satu desa 

yang masih belum terselesaikan dalam pembangunan infrastruktur yang di milikinya. 

1.1.  Rumusan Masalah  

Berkaitan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan 

masalah yang diambil adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana model partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan 

tersebut? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan infrastruktur tersebut? 

1.2.  Tujuan Penelitian  



 
 

Berpandang pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka adapun tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Untuk mengetahui Model Partisipasi Dan Infrastruktur Di Desa Lar-Lar Sampang 

Madura. 

2. Dapat mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan 

infrastruktur jalan Desa Lar Lar banyuates Sampang Madura. 

1.3.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan untuk mampu memberi kontribusi penuh terhadap 

pengembangan di pemerintahan, khususnya berkaitan dengan implementasi kebijakan 

dalam pembangunan infrastruktur jalan Desa Lar Lar banyuates Sampang Madura. 

2. Manfaat Praktis 

Kiranya Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah 

Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa, Lar-Lar 

Kabupaten Sampang Madura. 
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